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PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B

LURAH GIRIJATI,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran
berakhir perlu ditetapkan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menterl Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2014

tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  (HBerita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 ) )
Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala
Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri
E);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Nomor 37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
24);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang



18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolzzan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupsaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2012
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desz (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tzhun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desz Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tzhun 2020
Nomor 32);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tzahun 2019
tentang Struktur Organisasi dan Tatz Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerazh Kabupzaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73j;

Peraturan Desa Girijati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengzh Desa
Girijati Tahun 2019-2024 (Lembaran Desz Girijati
Tahun 2019 Nomor 2j;

Peraturan Desa Girijati Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dzn
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembarzn Desz
Girijati Tahun 2019 Nomor 4};

Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 6 Tzhun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2022 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2022 Nomor
6);

Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Kalurahan Girijati Tahun 2022 Nomor 5j;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CIRIJATI

dan
LURAH GIRIJATI

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :Rp 2.169.501.583,00
2. Belanja Desa :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :Rp  828.887.640,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :Rp  843.336.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ‘Rp 63.340.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :Rp 169.769.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa :Rp  344.015.600,00
Jumlah Belanja :Rp 2.249.348.640,00
Surplus/(Defisit ) (Rp 79.847.057,00)

3. Pembiayaan Desa :
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp 318.124.132,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :Rp -
Selisih Pembiayaan (a—b) :Rp 318.124.132,00
SiLPA Tahun Berjalan ‘Rp 238.277.075,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember
Tahun Anggaran 2022;

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

. program
lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meru

pakan bagian tid
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. AR Fang belek



Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memervintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik,

Ditetapkan di Qirijati
pada tanggal, 25 Januari 2023

RARLQIRIJATI,
‘.\LN (.u.;,((‘

Diundangkan di Girijati
pada tanggal 25 Januari 2023
CARIK GIRIJATI,

pt e

NATALIA ENY WULANDARI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2023 NOMOR 1



!
DANTAN HADIN

ekl N
Tl 3.4?*. h\NN‘\‘\ é“‘“
T TL LR L YL LU £\ W R EN TN
Avara 0 ot daun AVBEAL A s

Ne | Neww ubutug Alupnt Tunda Tangan
_e N! 4".\ i (\ (v ‘k"”"ﬁ!.' ' ”

i ' - a 14 J ;
LN ettt D [T 7
..L. A-U{‘luu{! . e‘uuwt.. \/MWJ 5‘. ) /

‘“1_“_:('4_0 { A.\ f‘i)f“ () hﬁ' a ' Ll,“ #H i \)q ) A "3‘: =
'_fl_ﬁ_‘___flc.'m.\ _ Uﬂh\ug\;m Wm.,u i ﬁ‘ L

6 | Wipwn WAL WREAL (AL ._ "’rlﬂl(&i

LA AT YT I S 7100 oo ! WZ w—

o] Dy ] kv CALTATLTT TR "~M

N T I T T A

il M\ u']f'« v Wm.u‘u( oy

<. 1 ”/lmwl (Oui ey | 'l.lné -
= 4‘!‘4V “J ' B ”O“.“h‘ (S"L } ) {‘:’l:*d(-:;——u-:;« ‘

T ta o) ” V‘Tlﬁm '/

1410y ) " - Victe | w1 pf
o [F) T

13

L rose-wrTary

I YRV I 27 V.- 2
17 (”’0\’13"..&' ()f/l, N .u-’ng‘mj “| for= 4 7"1‘_ | -

18 V'\"v:f.’.'.‘.f..’,,,,w. .L,,i.‘!"!‘..l‘“ wiadh ..

10 11 ‘*uwm\ . ,,vi.i'.\l“u‘, “HUVYM(‘]O . W( )w ‘

20 vam/« ) Panglpl J’mmmqw)/ ' ﬂjz-
21 Hoyw [ T T L

22 ' Val

5 | 40

B e T L B T




